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 Decentralization provides opportunities for regions and villages to develop 
community-based ecotourism, but its implementation is still hampered by 
coordination, institutional capacity, and suboptimal community participation. 
This study aims to analyze the design and implementation of public policies in 
strengthening community-based ecotourism in the era of decentralization by 
examining the roles of regional governments, villages, and local communities. The 
method used is a qualitative approach through case studies of several ecotourism 
villages that represent various patterns of governance and community 
participation. Data were obtained through in-depth interviews, policy document 
analysis, and field observations. The results of the study indicate that 
strengthening community-based ecotourism is strongly influenced by three main 
factors: clarity of policy substance, the capacity of local actors, and patterns of 
collaboration between the government, communities, and other stakeholders. In 
addition, the success of implementation is largely determined by government 
support in the form of regulations, mentoring, and financing schemes that involve 
the community. This study concludes that strengthening community-based 
ecotourism requires policies that are integrative, participatory, and based on local 
potential. These findings are expected to serve as a reference for regional 
governments and tourism village managers in formulating more adaptive and 
sustainable policies. 
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ABSTRAK 

Desentralisasi memberi peluang bagi daerah dan desa untuk mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat, 
namun implementasinya masih terkendala koordinasi, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat 
yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain dan implementasi kebijakan publik 
dalam penguatan ekowisata berbasis masyarakat di era desentralisasi dengan menelaah peran pemerintah 
daerah, desa, dan komunitas lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus 
pada beberapa desa ekowisata yang merepresentasikan variasi pola tata kelola dan partisipasi komunitas. Data 
diperoleh melalui wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan, serta observasi lapangan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penguatan ekowisata berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: 
kejelasan substansi kebijakan, kapasitas aktor lokal, dan pola kolaborasi antara pemerintah, komunitas, serta 
pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, keberhasilan implementasi banyak ditentukan oleh dukungan 
pemerintah dalam bentuk regulasi, pendampingan, serta skema pembiayaan yang melibatkan masyarakat. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan ekowisata berbasis masyarakat membutuhkan kebijakan yang 
integratif, partisipatif, dan berbasis potensi lokal. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah 
daerah dan pengelola desa wisata dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.  
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PENDAHULUAN 

  Desentralisasi yang diterapkan di Indonesia telah membuka peluang signifikan bagi 
daerah dan desa untuk mengambil alih sebagian besar kewenangan dalam pengembangan 
pariwisata, termasuk ekowisata berbasis masyarakat. Kebijakan otonomi daerah 
memungkinkan pemerintah kabupaten/kota dan desa merancang program wisata yang lebih 
responsif terhadap potensi sumber daya alam, sosial dan budaya lokal. Namun, dalam 
implementasinya, sejumlah tantangan mendasar muncul, seperti koordinasi antar-aktor 
yang belum optimal, kapasitas kelembagaan lokal yang masih rendah, serta partisipasi 
masyarakat yang belum sepenuhnya terlibat secara aktif dan setara. Sebagai contoh, 
penelitian oleh Saputra & Ali (2020) menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata di Kabupaten 
Samosir belum mampu mendorong pengelolaan objek wisata secara partisipatif dan 
berkelanjutan karena masih terbatasnya peluang bagi warga lokal untuk mempengaruhi 
keputusan pengelolaan. 

Selanjutnya, studi oleh Mulyani et al. (2021) menggambarkan bahwa dalam pengembangan 
ekowisata di Kabupaten Magelang, faktor kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas 
lokal, dan bisnis swasta menjadi sangat penting. Mereka menunjukkan bahwa partisipasi 
komunitas perlu didorong lebih aktif, dan pemerintah daerah harus memperkuat peranannya 
agar pembangunan ekowisata dapat berjalan secara holistik mencakup aspek lingkungan, 
ekonomi, dan sosial sekaligus. 

Dalam era “normal baru” pasca-pandemi, peran masyarakat lokal dalam 
pengembangan pariwisata berbasis komunitas juga semakin mendapat sorotan. Penelitian 
oleh Nawangsari & Rahmatin (2021) menyoroti tantangan dan peluang pariwisata berbasis 
masyarakat di Desa Tamansari, dengan temuan bahwa meskipun potensi lokal cukup besar, 
implementasi menghadapi hambatan seperti kesiapan infrastruktur, protokol kesehatan, 
dan kapasitas UMKM lokal. Sementara itu, tinjauan sistematis oleh Muda (2025) 
mengungkap bahwa model partisipasi masyarakat dalam pariwisata berkelanjutan di 
Indonesia sangat beragam, namun kerap terhambat oleh struktural kelembagaan dan 
distribusi manfaat yang tidak merata. Terakhir, penelitian oleh Yusnita et al. (2024) pada 
pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan mengungkap bahwa kebijakan publik di 
tingkat desa seringkali belum terintegrasi dengan baik regulasi, skema pembiayaan, dan 
pelibatan masyarakat masih kurang tergarap secara sinergis. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara 
komprehensif desain dan implementasi kebijakan publik dalam penguatan ekowisata 
berbasis masyarakat di era desentralisasi, dengan fokus pada peran pemerintah daerah, 
pemerintah desa, dan komunitas lokal sebagai aktor utama. Rumusan masalah penelitian 
mencakup: (1) bagaimana konfigurasi kebijakan publik yang mengatur penguatan ekowisata 
berbasis masyarakat di era desentralisasi; (2) bagaimana implementasi kebijakan tersebut di 
tingkat daerah/desa; dan (3) faktor-apa saja yang mendorong atau menghambat penguatan 
ekowisata berbasis masyarakat dalam kerangka desentralisasi. Harapannya, penelitian ini 
memberikan kontribusi teoretis bagi kajian kebijakan publik dan praktis sebagai acuan bagi 
pengambil keputusan di tingkat lokal dalam mensinergikan regulasi, kapasitas kelembagaan, 
dan partisipasi masyarakat demi menyokong ekowisata yang inklusif dan berkelanjutan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami 
secara mendalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik dalam penguatan  
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ekowisata berbasis masyarakat di era desentralisasi. Pendekatan ini dipilih karena karakter 
kebijakan ekowisata tidak dapat dipahami hanya melalui angka atau indikator kuantitatif,  

melainkan memerlukan pemahaman mengenai dinamika aktor, konteks sosial-budaya, serta 
interaksi antar-pemangku kepentingan yang membentuk praktik tata kelola di tingkat lokal. 
Dengan demikian, penelitian ini menekankan makna, pengalaman, dan interpretasi para 
informan terhadap pelaksanaan kebijakan yang berlangsung dalam keseharian pengelolaan 
destinasi wisata. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai aktor 
kunci, seperti pejabat pemerintah daerah, perangkat desa, pengelola kelompok sadar wisata 
(pokdarwis), pelaku usaha lokal, tokoh masyarakat, serta relawan atau pihak pendamping 
ekowisata. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang 
eksplorasi bagi informan namun tetap menjaga fokus penelitian pada kebijakan dan 
implementasinya. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan dokumen resmi seperti peraturan 
daerah, peraturan desa, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), 
perencanaan desa wisata, laporan pengelolaan destinasi, serta arsip kegiatan 
pengembangan ekowisata. Observasi lapangan juga dilakukan untuk memperoleh 
pemahaman mengenai kondisi fisik destinasi dan pola interaksi masyarakat dalam 
pengelolaan pariwisata. 

Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses reduksi data, pengkodean, 
kategorisasi, dan penarikan temuan yang relevan. Setiap data yang diperoleh dibandingkan 
secara berulang untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan hubungan antar-tema, 
terutama yang berkaitan dengan substansi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan dinamika 
aktor dalam ekowisata berbasis masyarakat. Validitas data diperkuat melalui triangulasi 
sumber dan metode, termasuk pengecekan ulang informasi kepada informan (member 
checking) serta pemeriksaan konsistensi antara data wawancara, dokumen, dan observasi. 
Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai 
bagaimana kebijakan publik bekerja di tingkat daerah dan desa dalam konteks penguatan 
ekowisata berbasis masyarakat. 

 
HASIL PENELITIAN 

A. Konfigurasi Kebijakan Ekowisata di Era Desentralisasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi telah menghasilkan 
variasi kebijakan ekowisata di tingkat daerah dan desa. Setiap daerah memiliki keleluasaan 
dalam merumuskan regulasi dan program pengembangan ekowisata sesuai karakteristik 
lokal. Di lokasi penelitian, kebijakan ekowisata umumnya diarahkan pada pemanfaatan 
potensi sumber daya alam dan budaya sebagai basis pembangunan ekonomi lokal. Dalam 
banyak kasus, kebijakan ekowisata di tingkat daerah dan desa berorientasi pada 
pemanfaatan potensi sumber daya alam dan budaya sebagai basis pembangunan ekonomi 
lokal. Farida et al. (2020) menunjukkan bahwa desentralisasi memberi ruang bagi pemerintah 
daerah untuk melakukan city branding berbasis identitas lokal, yang juga berdampak pada 
penguatan ekowisata sebagai strategi pengembangan wilayah. Namun demikian, penelitian 
ini menemukan bahwa ekowisata  sering diposisikan sebagai program sektoral tambahan, 
bukan sebagai agenda strategis pembangunan daerah. Penataan kelembagaan dan 
koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga kebijakan ekowisata 
berjalan parsial dan belum memiliki indikator kinerja yang jelas. 
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B. Implementasi Kebijakan Penguatan Ekowisata Berbasis Masyarakat 

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan ekowisata berbasis 
masyarakat menunjukkan tingkat keberhasilan yang beragam. Di beberapa desa, kebijakan 
telah diterjemahkan ke dalam pembentukan kelembagaan pengelola seperti pokdarwis serta 
penyusunan rencana kerja tahunan desa wisata. Namun, di lokasi lain, implementasi masih 
terkendala oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan dan belum jelasnya pembagian peran 
antar-aktor lokal. 

Studi Mashur & Zulkarnaini (2022) mengenai kawasan pesisir memperlihatkan bahwa 
strategi pengembangan ekowisata sering kali diarahkan pada peningkatan fasilitas dan 
promosi, tetapi belum cukup kuat dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan konservasi 
lingkungan. Pola serupa ditemukan oleh Riyanto & Mashur (2022) di Desa Rantau Langsat, di 
mana rencana pengembangan ekowisata menghadapi kendala pada tahap implementasi 
karena keterbatasan kapasitas lembaga pengelola dan belum jelasnya pembagian tugas 
antar-aktor lokal. 

Sementara itu, penelitian Astutiningsih et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan 
desain kebijakan pariwisata terpadu sangat dipengaruhi oleh mekanisme pemasaran, 
penguatan kapasitas pokdarwis, dan dukungan regulatif dari pemerintah daerah. Dalam 
konteks ini, kebijakan yang baik tidak hanya mengatur aspek kelembagaan tetapi juga 
menetapkan arah pengembangan produk wisata, strategi pemasaran digital, serta pola 
pendampingan berkelanjutan. Mertha et al. (2025) memperkuat temuan tersebut dengan 
menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan komponen 
kunci dalam mewujudkan destinasi berkualitas di kawasan Batur UNESCO Global Geopark. 
Dengan demikian, implementasi kebijakan ekowisata berbasis masyarakat memerlukan 
sinergi antara kebijakan formal, praktik kelembagaan, dan dinamika sosial komunitas. 

 

C. Peran Masyarakat dan Aktor Lokal 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal berperan dalam berbagai 
aktivitas pengelolaan ekowisata, seperti pengelolaan destinasi, pemanduan wisata, serta 
pengembangan usaha pendukung (UMKM). Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai 
penerima manfaat, tetapi juga terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di 
tingkat desa. Namun, tingkat partisipasi masyarakat belum merata. Penelitian menemukan 
adanya kelompok masyarakat yang aktif dan dominan, sementara sebagian warga lainnya 
masih memiliki keterbatasan akses informasi, keterampilan, dan keterlibatan dalam 
pengelolaan destinasi. 

Aktor lokal lainnya seperti pemerintah desa, pokdarwis, pelaku UMKM, dan lembaga 
adat memiliki peran strategis dalam memfasilitasi kolaborasi serta menjembatani 
kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah. Studi Astutiningsih et al. (2024) 
menunjukkan bahwa penguatan desa wisata di Magelang dipengaruhi oleh hubungan kerja 
yang baik antara perangkat desa dan pokdarwis, terutama dalam manajemen destinasi, 
promosi, dan penyusunan program kerja tahunan. Temuan ini sejalan dengan Riyanto & 
Mashur (2022), yang menyatakan bahwa kapasitas aktor lokal dalam membangun 
solidaritas, mengelola konflik, dan menciptakan inovasi sangat menentukan keberlanjutan 
ekowisata. 
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D. Faktor Pendorong dan Penghambat Penguatan Ekowisata 

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di era desentralisasi dipengaruhi oleh 
kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor pendorong yang paling dominan meliputi 
keberadaan potensi alam dan budaya yang kuat, dukungan pemerintah daerah melalui 
regulasi dan pendampingan, serta tingginya semangat kolektif masyarakat untuk 
mengembangkan desa wisata. Farida et al. (2020) menekankan bahwa identitas lokal dan 
nilai budaya menjadi modal sosial yang dapat memperkuat daya tarik destinasi, terutama 
ketika dikemas melalui branding yang konsisten. Selain itu, temuan Mertha et al. (2025) 
menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah dalam menyediakan fasilitas, pelatihan, 
dan promosi memberikan dampak signifikan terhadap penguatan kapasitas masyarakat. 

Di sisi lain, sejumlah faktor penghambat mencakup keterbatasan infrastruktur, 
lemahnya koordinasi lintas aktor, rendahnya kapasitas SDM lokal, serta ketidaksesuaian 
regulasi antara tingkat desa dan kabupaten. Mashur & Zulkarnaini (2022) mengidentifikasi 
bahwa kurangnya sinkronisasi antara perangkat kebijakan lingkungan dan pengembangan 
wisata menyebabkan kebijakan ekowisata pesisir sulit diwujudkan secara optimal. Riyanto & 
Mashur (2022) menambahkan bahwa ketergantungan pada figur tertentu dalam 
pengelolaan desa wisata dapat melemahkan keberlanjutan organisasi ketika terjadi 
pergantian kepemimpinan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penguatan 
ekowisata membutuhkan tata kelola yang stabil, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika 
lokal. 
 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan temuan penelitian, model penguatan ekowisata berbasis masyarakat di 
era desentralisasi harus bertumpu pada tiga pilar utama: tata kelola kolaboratif, 
pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan daerah yang responsif terhadap potensi lokal. 
Tata kelola kolaboratif diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah, desa, 
pokdarwis, pelaku usaha, dan masyarakat berada dalam satu kerangka kerja yang sejalan, 
terutama dalam perencanaan, pemasaran, dan pengelolaan destinasi. Astutiningsih et al. 
(2024) dan Mertha et al. (2025) menunjukkan bahwa ketika kolaborasi terjalin baik, desa 
wisata mampu menciptakan inovasi produk, meningkatkan kualitas layanan, dan menarik 
lebih banyak wisatawan. 

Pemberdayaan masyarakat menjadi aspek kunci dalam memastikan keberlanjutan 
ekowisata. Pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas SDM lokal harus menjadi 
bagian integral dari kebijakan daerah dan desa. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya 
diposisikan sebagai pelaksana tetapi juga sebagai mitra strategis yang memiliki pengetahuan 
lokal dan keterikatan budaya pada destinasi. Selanjutnya, kebijakan daerah harus 
menekankan integrasi antara konservasi lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, dan 
pelestarian budaya agar ekowisata tidak kehilangan esensi keberlanjutannya. Pengalaman 
dari berbagai daerah, termasuk yang dikaji oleh Mashur & Zulkarnaini (2022) maupun 
Riyanto & Mashur (2022), menegaskan bahwa keberhasilan ekowisata tidak dapat dicapai 
tanpa kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berbasis data lapangan. 

Dengan demikian, model penguatan yang direkomendasikan meliputi: (1) harmonisasi 
peraturan antar-level pemerintahan; (2) penguatan kapasitas kelembagaan desa wisata dan 
pokdarwis; (3) skema pendanaan partisipatif berbasis komunitas; (4) mekanisme kolaborasi  
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multiaktor; dan (5) integrasi teknologi digital untuk promosi dan manajemen destinasi. 
Model ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan desa dalam 
merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di bidang ekowisata. 

 
KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan ekowisata berbasis masyarakat di era 
desentralisasi sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan publik, kapasitas aktor lokal, dan 
efektivitas kolaborasi antara pemerintah, desa, dan komunitas. Desentralisasi memang 
membuka ruang yang luas bagi daerah dan desa untuk mengelola potensi wisata secara 
mandiri, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kejelasan substansi 
kebijakan, dukungan regulatif, serta kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi secara 
bermakna. Berbagai studi yang dianalisis mengungkap bahwa hambatan seperti lemahnya 
koordinasi, kapasitas SDM yang tidak merata, dan ketidakselarasan peraturan antar-level 
pemerintahan masih menjadi kendala utama. Sebaliknya, faktor pendorong berupa 
kekuatan modal sosial, potensi alam dan budaya, serta dukungan pemerintah dalam bentuk 
pendampingan dan pembiayaan mampu memperkuat posisi masyarakat dalam pengelolaan 
ekowisata. Dengan demikian, penguatan ekowisata berbasis masyarakat membutuhkan 
kebijakan yang integratif, partisipatif, dan adaptif terhadap kondisi lokal agar dapat 
mewujudkan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi 
komunitas setempat. 
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